
- 1 - 
 

 

BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
 NOMOR : 26                                                                           TAHUN : 2025 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja 
dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi  
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada pergeseran 
anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk 
dilakukan, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 
Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 
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Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan  Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6177); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 201  Tahun 2024 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 398); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 
Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2025 Nomor 12); 
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22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 
58) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2025 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi 
Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 7); 

23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025  tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2025 Nomor 22); 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2025 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 22), diubah sebagai 
berikut:  

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi : 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 
sebesar Rp7.254.018.657.516,00 (tujuh triliun dua ratus lima puluh empat 
miliar delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam 
belas rupiah) bertambah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh 
juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.254.298.657.516,00 (tujuh triliun dua 
ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam 
ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. pendapatan daerah 

1. semula                 Rp7.254.018.657.516,00 
2. bertambah                  Rp280.000.000,00  
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan   Rp7.254.298.657.516,00 

b. belanja daerah 
1. semula                  Rp7.555.372.396.242,00 
2. bertambah                                            Rp280.000.000,00  
jumlah belanja daerah setelah perubahan    Rp7.555.652.396.242,00 
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c. pembiayaan daerah 
1.   penerimaan pembiayaan        

a) semula    Rp358.853.738.726,00 
b) bertambah                                   Rp0,00 
jumlah penerimaan pembiayaan setelah      Rp358.853.738.726,00 
perubahan 

2. pengeluaraan pembiayaan        
a) semula                    Rp57.500.000.000,00 
b) bertambah                          Rp0,00 
jumlah pengeluaraan pembiayaan setelah        Rp57.500.000.000,00 
perubahan  
jumlah pembiayaan netto setelah       Rp301.353.738.726,00 
perubahan  
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah                              Rp0,00 
perubahan 
 

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan             
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

Ditetapkan di Bekasi 
       pada tanggal 15 Desember 2025   

 
                                                               WALI KOTA BEKASI, 

 
 Ttd 
 

                                                           TRI ADHIANTO TJAHYONO 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 15 Desember 2025               
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 

 
                            
                         Ttd 

 
 

                     JUNAEDI 
 

 

Paraf Hierarki 
Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

 

Kepala Bagian Hukum 
 

 

Penyuluh Hukum Ahli 
Muda 

 
 

  BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 26 
 


